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Memba.ca

Menimbang

BUPATI LA]BUHANBATU
KEPUTOSAIV BI'PATI I,ABUIIAI{BATU
NOIIOR 42Ol RIO /DrSDrK/2OL4

TEITTAITG
AEKOI,AII UEIIENGAII PERTAMA ITECERI 5 BILI\H BARA'T

DI I(ABdFhTE.lt LABI'HA!5BATU

BT'PATI LAB['IIA.I[BA1[',

: 1. Surat Masyarakat Dusun I dan 2 Kampung Baru
Desa Kampung Baru Kecarnatan Bilah Barat
tanggal 05 Maret 2Ol4 perihal Permohonan
Bangr:lal IIMP Negeri;

C.

UsuI Penetapan Pendirian Sekolah olph Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten t abuhanbatu Nomor
42O I 2024.SMP.2 / 2Ol4 Tanggal 09 September
2Ol4 perihal Usul Penetapan Pendirian Sekolah
Baru.

bahwa dalam rangka upaya perluasan daya
tampung siswa didik dan peningkatan mutu
pendidikan agar tercapai tujuan penyelenggaraan
pendidikan di Kabupaten l,a.buhanbatu, perlu
membcrikan persetujuan penetapan pendirian
sekolah oleh Bupati;

bahwa unrul< melaksanakan pendirian sekolah di
Kabupaten la,buhanbatu harus memperhatikarr
ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 060IUl2OO2 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 huruf e
.Keputusan Menteri , Pendidikan Nasional Nomor
O9O /U / 2OO2 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
menyatakan bahwa penetapan pendirian sekolah
negeri oleh Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai
dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi.
kewenangannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 5
dit.f, Barat di Kabupaten Gbuhanbatu.

Undang-Undang Nomor 7 Dn Tahun 1956 tentang
Pembenhrkzm Daerah Otonom Kabupaten-
Kabupaten Di Lingkungan Daerah Prorrinsi
Sumatera Utara (kmbaran Negara Republik
Indonesia 'tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor
ro92);

a

b.

d.

Mengingat : I.



J.
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2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikari Nasional (l-embaran Negara
Repubiik I;ndonesia Tahun 2003 Nomor TB,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
No'mor a3O 1) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Femerkrtahan Daerah (Lembaral Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor t25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah ( lrm baran$.J egara Repubtik
Indonesia Tahun 2008 Nomor* 59, Tambahan
lembaran Negrra Republik Indonesia Nomor
a844\;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
tentang Pendidikan Menengah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Ta-hun 1990 Nomor 32,
Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3413) sebagaiman3 telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nii.lrror 56 Tahun 1gg8
tent^ang Perubahan Atag ,f,igaturan pemerintah
Nomor 29 Tahun 1990 t;ntang pendidikan
Menengah (Lembaran Negara nepubtit Indonesia
Tahun 1998 Nomor 97, fambahan tembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 376a);

Peraturar Pemerintah Nomor 38 Tahun ZOOZ
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pe me ri n tahan Dae rah Kahq p'ate n / Kota ([,e mbaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 47371;

Peraturan l\{enteri Dalam Negeri Nomor I Tahun
20l4 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Bedta Negara Republik Indonesia Tahun'
2014 Nomor 32);

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 060lUl2002 tentang Pedoman
Pendirian Sekolah;

B. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbafu Nomor
35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas-Dihas Daerah Kabupaten Labuhanbatu
(Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2008 Nomor 35 Seri D Nomor 35);

t4
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Menetapkan
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9. Perafuran Daerah Kabupaten L,abuhanbatu Nomor
2 Talttn 2Oi4 tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja l)aerah Kabupaten L"abuhanbatu Tahun
Anggaran 2014 (l,embaran Daerah l(abupaten

, tabuhanbatu Tahun 2014 Nomor 2 Seri D Nomor
2);

lO. Peragr*ran Bupatr tabuhanbalu Nomor 19 Tahun
2OCB tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta
Rincian Tugas Jabatan Struktura-l Dinas-Dinas
Daerah Kabupqlgn- labuhanbah: (Lembaran
Daeral: Kabupaten l,abuhanbatu Tahun 2OO8
Nomor 19 Seri D Nomor l9).

MEMUTUSI(AIT :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRI.AN
SEKOI,AH MENENGAH PEK|AMA NEGERI 5 BILAH
BARAT DI KAEIUPATEN LAI}UHANBATU

Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5
Bilah Barat di Kabupaten L,abr.rhanbatu sebagaimana
tercanturn da-lam l-ampiran Keputusan ini.

Mengoperasion:rlkan sekolah sebagairnana dimaksud
pada diktum KESATU sejak Tahun Pelajaran
2Ot4 /2015.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Kepulusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten
l:.buhanbatu Tahun Anggaran 2014.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantauprapat
p'ada tanggal, I2 '/0 - 2OL4

l

Tembusan disampa.tkan kepa.da :

1. Mendikbud RI di Jalarta
2. Dirjen Dikdas Depdikbud di-Jakarta
A. iXepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
+. I Ketua DPRD Kabupaten l^abu]ralbatu
5. 

J Kepa.la Dinas Pendirtikair Kabupaten L^abuhhnbatu
6. Kepala Bappeda Kabupaten Labuhanbaru
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Lampiran : Keputusan Bupati Labuhanbatu
Nomor : a2ol Rfu /DISDTK/2oI4
Tanggal | 29- /o-2014

PENDIRIAN SEKOLAII TIEI{EITGAII PERTAUA NEGERI 5 BII,AH BARAT

.ilri. DI I(ABUPATEN LABITHANBATU ..1

NO NAMA SEKOLAH ALAMAT KECAMATAN KETERANGAN

I 2 3 4

ii SMP Npgeri 5 Bilah Barat Desa Kampung Baru Bilah Barat Operasional Sejak Tahun
Pela_iaran 2Ol4l2OlSt


